
 

 71  

DAFTAR PUSTAKA 

Abdulkadir, Muhammad. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2004. 

Achamd Ali, 2005. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dibidang Kepemilikan 

Tanah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta 

Al Araaf Ode Pota (2022) Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim 

Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa. Vol. 

4. No. 2 September 

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 

Arpian. 2013. Penolakan Pengajuan Permohonan Hak Milik Atas Tanah Negara 

Di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak. Kementerian Pendidikan 

Dan Kebudayaan Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak 

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan 

Dapiq Syahal Manshur (2013) Analisis Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah 

Dalam Kawasan Hutan. Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 

Effendy Perangin. 2005.  Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut 

Pandang Praktisi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada 

Farid Mustafa, Muhammad Ilham Arisaputra. 2022. Penerbitan Sertifikat Hak 

Pakai Diatas Tanah Hak Milik Oleh Pemerintah Daerah Untuk 

Pembangunan Fasilitas Umum. Vol. 4. No. 2 September (2022). 

G. Kartasapoetra, dkk. 1991.  Hukum Tanah, Jaminan bagi Keberhasilan 

Pendayagunaan Tanah, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 

Hendra Arjunda Dan Atika Thahira, Kumpulan Catatan Pengertian Dasar 

Tentang Hukum. Tika Lestari (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021 

Hilman Hadikusuma.1995. Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu 

Hukum, (Bandung: Mandar Maju 

Kahar, 2016, Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Hukum 

dan Keadilan. Journal of Law, Policy and Globalization, 82 - 88, 2016. 



72 

 

 

Lamintang. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 

Mertokusumo, Sudikno. 2007. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta.: 

Liberty.  

Mudakir, 2004.  Model Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum di DKI 

Jakarta”, dalam Media Jaya No. 006 Th XXVIII Juli 2004 

Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah 

Pesisir di Indonesia. Perspektif Hukum. Vol. 15 No. 1 Mei 2015 : 27-44 

Ni Luh Ariningsih Sari, 2020, Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap 

Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum) Jurnal Ganec 

Swara Vol. 14 No.1 

Nuraini Lia, H.D (2020) Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Hak Atas 

Tanah Ber-Status Quo Di Pulau Galang. Jurnal Hukum IUS QUIA 

IUSTUM NO. 2 VOL. 28. 307-324 

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada, Media 

Group, Jakarta, 

Rusmadi Murad, 2007, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Mandar Maju,. 

Bandung 

Sukirno, 2010. Kebijakan Ego Sektoral dan Rendahnya Implementasi Hukum 

Sebagai Pemicu Konflik Tanah Hak Ulayat, Jurnal Masalah-Masalah 

Hukum, Jilid 39 No. 1 Maret 2010. 

 

Sudikno Mertokusumo. 2007. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. 

 

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu 

Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada  

 

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional. 

 

Wacipto Setiadi, Muhammad Arafah Sinjar, dan Heru Sugiono pada Jurnal Rechts 

Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 8 No. 1 April 2019 

dari Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jakarta 

 

 

 

 



73 

 

 

Perundang-Undangan : 

 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-undang 

Pokok Agraria (UUPA) 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil 

 

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2016 

tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir (selanjutnya disebut 

Permen ATR/Ka BPN PPWP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


